
 
 

 
 
 

WALI KOTA MOJOKERTO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 
PERATURAN WALI KOTA MOJOKERTO 

 

NOMOR  60  TAHUN 2023 
 

TENTANG  

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA MOJOKERTO, 

Menimbang  :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan 

Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Wali 

Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan 

Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di 

Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

 

SALINAN 
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);  
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 

2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 

Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 186); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 157); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1067); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 431); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 926); 

19. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 

2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 36/D, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 

36/D); 

20. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2022 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota 

Mojokerto Tahun 2022 Nomor 7); 

21. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2023 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto Tahun 

Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto 

Tahun 2023 Nomor 4); 

22. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota 

Mojokerto Tahun 2023 Nomor 6); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan 

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

4. Wali Kota adalah Wali Kota Mojokerto. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kota Mojokerto. 

 

Pasal 2 

APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami perubahan dengan 

rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan daerah 

a. Semula Rp   958.176.120.863,00 

b. Bertambah Rp     43.220.152.298.00 

Jumlah pendapatan daerah  

setelah perubahan Rp1.001.396.273.161,00 

2. Belanja daerah 

a. Semula Rp1.155.211.990.318,00 

b. Bertambah Rp     55.945.062.563,00 

Jumlah belanja daerah  

setelah perubahan Rp1.211.157.052.881,00 

3. Pembiayaan daerah 

a. Penerimaan pembiayaan 

1) Semula Rp223.818.274.455,00 

2) Bertambah Rp    5.026.703.144,00 

Jumlah penerimaan  

pembiayaan setelah  

perubahan  Rp228.844.977.599,00 
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b. Pengeluaran pembiayaan 

1) Semula Rp26.782.405.000,00 

2) Berkurang  (Rp  7.698.207.121,00) 

Jumlah pengeluaran  

pembiayaan setelah  

perubahan    Rp19.084.197.879,00 

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan 

Rp209.760.779.720,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan 

Rp0,00. 

 

Pasal 3 

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Wali Kota ini, terdiri dari: 

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan  

APBD Yang Diklasifikasi Menurut 

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, 

Sub Rincian Objek Pendapatan, 

Belanja, dan Pembiayaan; 

2. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD   

Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 

Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 

Rincian Objek, Sub Rincian Objek 

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

3.  Lampiran III : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat 

dan Besaran Alokasi Hibah Berupa 

Uang yang Diterima serta SKPD 

Pemberi Hibah; 

4.  Lampiran IV : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat   

dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial 

Berupa Uang yang Diterima serta 

SKPD Pemberi Bantuan Sosial; 

5. Lampiran V  : Daftar Nama Calon Penerima 

Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi 

Bantuan Keuangan Bersifat Umum 

dan Khusus yang Diterima serta SKPD 

Pemberi Bantuan Keuangan; 

6. Lampiran VI : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat   

dan Besaran Perubahan Alokasi 

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah 

kepada Pemerintah Kota; 



 - 7 - 

7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus   

Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 

Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek 

dan Rincian Objek Pendapatan, 

Belanja dan Pembiayaan; 

8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan 

Minyak Bumi dan Pertambangan Gas 

Alam/Tambahan  DBH-Minyak dan 

Gas Bumi Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,  

Kelompok,  Jenis,  Objek dan  Rincian 

Objek Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan; 

9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastuktur 

Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, 

Kegiatan,  Sub  Kegiatan,  Kelompok,  

Jenis, Objek dan Rincian Objek 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

10. Lampiran X :  Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah 

Kabupaten/Kota pada Daerah 

Perbatasan Dalam Rancangan 

Peraturan Daerah tentang APBD dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran APBD dengan 

Program Prioritas Perbatasan Negara. 
 

 

Pasal 4 
 

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan 

dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam 

dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat 

daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
 
 

Pasal 5 
 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan   

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto. 

Ditetapkan  di    Mojokerto 

pada  tanggal  26 Oktober 2023 

WALIKOTA  MOJOKERTO, 

ttd. 

IKA PUSPITASARI 

Diundangkan di Mojokerto 

pada tanggal 26 Oktober 2023 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO, 

ttd. 

GAGUK TRI PRASETYO, ATD., M.M. 

Pembina Utama Madya 

NIP. 19680206 199301 1 002 

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2023  NOMOR 60 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum, 

ditandatangani secara elektronik 

AGUS TRIYATNO, S.STP 

Pembina 

NIP. 19840331 200312 1 001 

 

Salinan utuh dapat diunduh pada http://gofile.me/6FuWI/W6ofXHRBa 

http://gofile.me/6FuWI/W6ofXHRBa

